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TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI-ANJA NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHI.JN ANGGARAN 2O2O

SEKRETARIS KOMISI PEMILITIAN KOTA SERANG,

Menimbang : a. peraturan Menteri Keuangan RI Nomor lg, /p,,k.OS/2O,2fentang Tata Cara Pembayaran Dalam lqallgka pelqksanaan

- Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara;
b. peraturan Menteri Keuangaa RI Nomor f 7g/pD*.OS/2018

Tentang perubahal Atas peraturan Menteri Keualgan Nomor
l9O /pfr,k.O5/ 2012 Tentang Tata Cara fembayarL Oafam
Rangka pelaksaraan Anggaran pendapatan Dan Belanja
Negara;

c bahwa untuk melaksamakan Anggaran pendapatan DanBelanja Negara provinsi Banten Tahun enggaral 2O2O yanglebih tertib, elisien, ekonomis, etbktil, 
-transparal, 

Oanbertanggung jawab, perlu menga.tur kembali ketentuan
mengenai pedoman pembayaran da'tarn p6tek5snaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara provinsi Banten Tahun
Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala climaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 

-perlu 
menetoFkan

Peraturan Sekretaris Komisi pemilihan Umum provinsi Banten
lentang Tata Cara Pembayaran Detam psngka pel;aksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

-provinsi 
Banten

Tahun Anggaran 2O20.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tfntang Keuangan
Negara (Irembaran Negara Republik Indonesia i"frr, ZOOSNomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undalg-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembararr Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahal km-baran fVegara neputtit
Indonesia Nomor 4355);
Undalg-Undang Nomor 15 Ta}Iun 2OO4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
lt,elbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0a Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44Oo);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2O Tahun 2OI9Tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara TahunAnggamn 2O2O;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6].al;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun '2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (l,embaran Ne gara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47381;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintatran (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2OLO tentang Tadf
Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan
Betanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5t7al;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a231;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262{PIN{KO3/2OlO
tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan
Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN
atau APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO

Nomor 46);
L2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

113/Pmk.O5/2OL2 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak
Tetap;

13. Peraturan Menteri Keualgan Republik Indonesia Nomor 190

/Pmk.05/2OL2 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

74. Peraturan Menteri Keuangan Nomor L8'2/PMK.O5/2O17
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kery'a Lingkup
Kementerian Negara/Iembaga {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor L727);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
L78/Pnk.OS/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.OSl2OL2 Tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78

lPmk.O'2/2OLg Tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2O2O.
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Surat Pengesahan Dal'tar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tahun Anggaran 2O2O Nomor SP DIPA-076.OL.2.67O71412O2O
tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

: I(EPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PRO SEDUR PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KOMISI
PEMILIFIAN UMUM KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2O2O.

: Menetapkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Tentang
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota
Serang Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan fuagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU meliputi Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan AnggaranBagianAnggaran0T6di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi Komisi
Pemilihan Umum Kota Serang dalam mengelola keuangan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, yang dilaksanakan dan dipertanggungiawabkan
se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal {Desember'2O19
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}JAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraaan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata kepemerintahan yang baik
(good gouernancel antara lain tercermin dari adanya pengelolaan keuangan
pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Indonesia secara terus
menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan
keuangan seperti melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan,
penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan
profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di
bidang keuangan mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran,
perbendaharaarr, akuntansi, pertanggungjawaban dan pengawasan. Semua
aspek tersebut diperbaharui secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan
dengan kemampuan dan kondisi pemerintah.

Reformasi di bidang keuangan negara yang sangat signifikan ditandai
dengan diterbitkannya 3 (tiga) paket undang-undang di bidang keuangan yaitu
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA3 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu pertimbangan yang menjadi
dasar diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa
keuangan negara wqjib dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis,
transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

Pengelolaan keuangan mempakan salah satu kegiatan administrasi
utama dalam kepemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan
mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan
baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara
transparan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan keuangan juga
ditentukan oleh bagaimana pengguna angga.ran mentaati ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator tercapainya pengelolaan keuangan yang baik
adalah meningkatnya pemaheman para pejabat pengelola keuangan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat meminimalisir te{adinya
kesalahan berulang yang berakibat menjadi temuan pemeriksaan. Untuk
mencapai hal tersebut, upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum antara
lain dengan cara menerbitkan petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum sebagai panduan bagi para pejabat pengelola
keuangan.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sel,anjutnya disebut KPU Kota
Serang, adalah lembaga penyelengga-ra pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat dengan
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang masa berlakunya
dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

3. Bagian Anggaran, seladutnya disingkat BA, adalah kelompok anggaran



menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lrmbaga dan menurut
fungsi Bendahara Umum Negara.

4. Bendahara Pengeluaran adalah ora.ng yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, ffienatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam
pelaksanaan APBN pada Kantor/ Satker Kementerian Negara/ l,embaga.

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIPA, adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan
sebagai pelaksanaan APBN.

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, selanjutnya disingkat KPPN,

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan
sebegian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

7. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU.

8. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah Sekretaris
Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Frovinsi/KlP Aceh dan Sekretaris
KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor yang bertanggung
jawab atas pengelolaan a.nggaran pada KPU RI, KPU Provinsi/KlP Aceh
dan KPU/ KIP Kabup aten / Kota.

9. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat
yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBN.

10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar,selanjunya disingkat
PPSPM, adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan
perintah pembayaran.

11. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, selanjutnya disingkat
PPABP, adalah Pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab
untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

12. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, selanjutnya disingkat
RKA K/L, adalah rencana kerja yang akan dilakukan dalam jangka
satu tahun yang sudah dilengkapi dengan perhitungan €rnggara.n yang
diperlukan.

13. Penerimaan Negara Bukan Pajak, selanjutnya disingkat PNBP, adalah
seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari pajak.

14. Pembayaran Langsung, selanjutnya disingkat LS, adalah pembayaran
yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak
lainnya atas dasar pedanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau
surat perintah keja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar
Langsung.

15. Uang Persediaan, selanjutnya disingkat UP, adalah uang muka keq'a
dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

16. Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya disingkat TUP, adalah uang
muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan
yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang
telah ditetapkan.



17. Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya disingkat SPP, adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yanS berisi
permintaan pembayaran tagthan kepada negara.

18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, selanjutnya disingkat SPP-LS,

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitren,
dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara
Pengeluaran.

19. Surat Perrnintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, selanjutnya
disingkat SPP-GUP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, yang berisi pertanggungjawaban dan perrnintaan
kembali pembayaranUP.

n. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, selanjutnya disingkat
SPP-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran UP.

2L. Surat Permintaan Pembayaran Tambatran Uang Persediaan, selanjutnya
disingkat SPP-TUP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, yarlg berisi permintaan pembayaran TUP.

n. Pertanggungiawaban Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya disingkat
PTUP, adalah Pertanggungjawaban atas TUP.

23. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM, adaLah dokumen
yang diterbitkan PPSPM untuk mencairkan anggaran yang bersumber
dari DIPA.

24. Surat Perintah Membayar la.ngsung, selanjutnya disingkat SPM-LS,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan
anggaran yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan
kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran.

25. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPM-

UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan
UP.

%. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya
disingkat SPM-TUP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM

untuk mencairkan TUP.

n. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, selanjutnya
disingkat SPM-GUP, adalah surat perintah membayar yang diterbitkan
oleh PPSPM dengan membebani DIPA yang anggarannya dipergunakan
untuk menggantikan Uang Persediaan yang telah dipakai.

%. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

D. Surat Perintah Membayar Pertanggungiawaban Tambahan Uang
Persediaan, selanjutnya disingkat SPM PTUP, adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungiawaban atas TUP yang
membebani DIPA.

30. Surat Perintah Kerja, selanjutnya disingkat SPK, adalah surat perintah
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PA atau pejabat yang
ditunjuk untuk melakukan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang
mengakibatkan pembebanan terhadap anggaran dalam DIPA.

31. Surat Perintah T\rgas, selanjutnya disingkat SPT, adalah surat perintah
yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalnm rangka penugasan
terhadap pegawai untuk melaksanakan suatu kegiatan.

32. Surat Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen



u.

35.

36.

33.

37

38.

yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka
pelaksanaan Peq'alanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,

Pegawai Tidak Tetap, dan PihakLain.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, selanjutnya disingkat
SPTJM, adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat
dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian
Ne gara menjadi tanggungf awab sepenuhnya dari pejabat/ seseorang yang
menge mfil tindakan dimaksud.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, selanjutnya disingkat SPTB,

adalah surat pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi sampai
dengan jumlah tertentu.
Surat Setoran Pajak, selanjutnya disingkat SSP, adalah dokumen bukti
penyetoran pajak.
Surat Setoran Penerimaan Bukan Pajak, selanjutnya disingkat SSBP,

adalah Surat Setoran yang digunakan atas penerimaan negara yang
bukan bersifat pajak (selain PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Cukai) serta
penerimaan non €rnggaran (contoh: Penerimaan Pengembalian uang
persediaa.n).

Surat Setoran Pengembalian Belanja, selanjutnya disingkat SSPB,
adalah Surat Setoran atas penerimaan pengembalian belanja tahun
anggaran berjalan (bersifat sudah membebani anggaran) selain surat
setoran pengembalian pqjak (SSP).

Rekening Pengeluaran adalah Rekening pada bank umum/kantor pos
yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja
negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja
kementerian ne gara/ lembaga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Prosedur Operasional ini dimaksudkan untuk membantu dan
memudahkan pemahaman para pejabat pengelola keuangan dan pegawai di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota serang, mengingat ketentuan yang
berlaku di bidang keuangan oega-ra tersebar dalam berbagai peraturan
perundang- undangan dan dengal berlakunya Undang-Undang tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara
tedadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan negara.

Adapun tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah sebagai
berikut:
1. meningkatkan pemahaman bagi para pengelola keuangan di KPU, KPU

Provinsi, da;r KPU KabupatenlKota tentang asaslprinsip Pengelolaan
Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu "Keuangan Negara harus
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

2. menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman yang sama tentang
proses pengelolaan keuangan di KPU Kota Serang;

3. memberikan panduan kepada para Pejabat Pengelola Keuangan di KPU
Kota Serang dalern melaksanakan tugas aga-r sesuai dengan ketentuan
yangberlaku.



D LANDASAN HUKUM
L Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

L Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nonaor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Pembahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2006 Nomor i33);

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLL Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52aQ;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 9O Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Ketja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 7 8) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara
republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 25, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

I Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tembahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738!;'

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al3 Nomor 103, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 54231;

1L Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiliham Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, teraktrir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraflrran Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37
Tahun 2OA8;

12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan lJmum, Sekretariat Komisi Pemilih*l Umum Provinsi, dan



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.OS|2OL2 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bag
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun '2Ol'2 Nomor678);

L4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.OS|2O|2 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 1191);

15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor L62/PMK.OS|2OI3 tentang
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL3 Nomor 1350);

15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2I5|PMK.05/2013 tentang
Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Fusat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 1619);

L7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252|PMK.O5/2O14 tentang
Rekening Milik Kementerian/Irmbaga/Satuan Keq'a (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2OO7l;

818 Peraturan Menteri Keuangan Nomor L77(PMK.05/2015 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/L,embaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1413);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182|PMK.O5|2OL7 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Keq'a Lingkup Kementerian
Negara/kmbaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 17271;

n Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
178/Pmk.OSl2OL8 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/Pmk.OSl2OL2 Tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara;

A- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78

lPfrk.Ozlz0lg Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2020.



IJAIJ II

PRIABAT PERBENDAHARAAN

A. PEJABATPERBENDAHARAAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat
Perbendaharaan Negara, yang merupakan orang yang memiliki tugas dan
wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada setiap K/L sampai
dengan Satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Secara konseptual, pondasi dari
pengelolaan keuangan negara oleh Pejabat Perbendaharaan Negara yang
menjadi ruh dari pengelolaan APBN adalah prinsip let ttrc ffmnagers ffnruage.
Prinsip tersebut secara implisit digambarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara. Presiden selaku Kepala
Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagian
dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku
Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan negara yang
dipisahkan, serta kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang. Menteri/pimpinan lembaga merupakan Chief
Operating OJficer (COO) sedangkan Menteri Keuangan merupakan Chief
Finarwial Officer (CFO). Dalam pelaksanaan anggaran, keduanya mempunyai
kedudukan yang setara dalam rangka menjaga terlaksananya prinsip saling uji
(check and balancel, kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung
jawab, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam
penyelenggaraan tugas pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Ilo. Nama Jabatan Tugas dan S/ewenarg
menyusun dokumen pelaksanaan angga-ran
mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan
paling kurang di website K/LIDll
me nu-nj r-rk Ku-a-sa Pe nggr-1ns Anggaran/ Pe nggr-rna- Ba-rang

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan utang dan piutang
meLakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
dan perintah pembayaran
menggunakan barang milik negara
menetapkan pejabat yang bertugas
pengelolaan barang mi'lik negara

melakukan

mengawasi pelaksanaan anggaran

1
flrl\LrtrUt\11

ANGGARAN (PA)

menyusun dan menyampaikan laporal keuangan
kementerian negara./ lembaga )rang dipimpinnya
Menyusun DIPA.

2
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN (KPA) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang



mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan
dan menerbitkan SPM atas beban a,ngga-ran belanja
Negara.
Menetapkan panitia/pejabat
pelaksanaan kegiatan
anggaran/keuangan.

yang
dan

terlihat- dalam
pengelola

Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana.
iViemberikarr superv-isi dan konsultasi dalam pelaksanaan
kegiatan dan penarikan dana.
Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
Menyusun laporan keuangan
pelaksanaan anggaran sesuai
perundang-undangan.

dan kinerja atas
dengan peraturan

3
PF^IABAT PEMBUAT
KOMTTMEN (PPK)

MenSrusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana berdasarkan DIPA.
Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
Membuat, menandatangani dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
Melaksanakan kegiatan swakelola.

BUN atasMemberitahukan kepada Kuasa
^a..inniin- 1l,^n+?^l- 

^il^I-rl.^--"^PvrJ@rJ,4r/, aurru.u JorS uI'I6qMu^Jq.

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak.
Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak
tagih kepada negara.
Membuat dan menandatangani SPP

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada
KPA.

Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja nega-ra sesuai ketentuan
neretrrrnn nenr ndnns-rrndenoan

4

PF^IABAT PEMBUAT
SURAT PERINTAH
MEMBAYAR
(PPSPM)

Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung.
Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak
memenuhipersyaratan untuk dibayarkan.
Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah
<iisediakan.
Menerbitkan SPM.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
hak tagih.
Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah
pembayaran kepada KPA.

Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah
pembayaran.



Mengelola Uang Persediaan & LS Bendahara

5
BENDAI{r{Rr{
PENGELUARAN

Menerima, menyimpan, menatausahakan,
membukukan uang dalam pengelolaannya

dan

Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan
perintah PPK

Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan
Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank
menyarnpaikan I-a.poran Pertanggungiawaban (LPJ)

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara
pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam
pengelolaannya
Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA
atau PPK

Menyusun usuLan pengajuan uang persediaan (UP),

tambahan uang persediaan (IUP), langsung (LS), dan gaji
sesuai dengan program dan kegiatan yang dilakukan dan
arahan Pejabat Pembuat Komituen (PPK)

Menerima dan menatausahakan UP/TUP dari bendahara
pengeluaran sesuai dengan ketentuan
Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang
dananya bersumber dari UP/TUP
Melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran
pdak dari pembayaran yang dilakukan sesuai dengan
ketentuan
Menyerahkan surat setoran pajak kepada Bendahara
Pengeluaran
Melakukan pencatatan buku di kas umum sesuai
ketentuan yang berl,aku
Menyusun laporan pertanggungiawaban (LPJ) keuangan
Menyerahkan dokumen
pengeluaran/pertanggungiawaban kepada bendahara
pengeluaran dan membuat Daftar Rincian Permintaan
Pembayaran (DRPP)

Menyimpan dan memelihara dokumen pengeluaran
anggaran
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

6
BENDAHARA
PENGELUARAN
PEMBANTU

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan
Menerima dan mengagendakan Surat Penerimaan Pajak
(SPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan
kctcntuan yang bcrLaku agar tcrlaksana tcrtib
administrasi
Menyusun dan membuat rincian pengambilan uang dari
Bendahara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai alat kendali
Membukukan setiap transaksi ke dalam Buku Kas
Umum (BKU), Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku
Panjar, Buku Wasdit dan Buku Pajak sesuai dengan
sistem pembukuan agar mudah dikendalikan

7
STAFF PENGET,OLA
KEUANGAN

Melaporkan Pajak Bulanan (SPT Masa) dan Pajak



Tahunan (SPT Tahunan) kepada kantor pelayanan pajak
sebagai bukti pembayaran pqiak
Membuat bukti potong pajak penghasilan Pasal (Fph) 21
sesuai peraturan perpajakan sebagai bukti pembayaran
pajak penghasilan
Menerima dan mengumpulkan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan SP2D untuk dicatat ke dalam buku kendali
dan diinput ke aplikasi keuangan sebagai bahan
penyusunan laporan tahunan
Menerima dan mempelajari data objek kerl'a sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka membuat objek keda
Membuat laporan realisasi anggaran

8 VERIFIKATOR

Men5rusun rencana kerl'a pengelolaan administrasi SP2D
dan SPM sesuai dengan standar operasional prosedur
yang ditetapkan sebagai pedoman kerja
Menyiapkan perangkat admirristrasi yang menunjang
kegiatan pengelolaan SP2D dan SPM sesuai dengan
juknis untuk t€rtib administrasi
Mendistribusikan formulir informasi jenis-jenis
kelengkapan administrasi SP2d dan SPM kepada SKPD
atau instansi, unit kerja terkait lainnya sesuai dengan
pedoman kerja agar kegiatan berjalan Lrancar

Mengrrmpnlkan data dan menyiapka-n bahan
penyusunan juknis berkenaan dengan pengelolaan
administrasi SP2D dan SPM sesuai dengan pedoman
kerja agar kegiatan sesuai rencana
Melakukan penerimaan dan pengolahan DPA/DPAP dan
DPAL masing-masing SKPD dan mencatat dalam buku
yang sudah ditetapkan agar tertib administrasi
Menyusun dan membuat SP2D dan SPM untuk
kelengkapan pencairan dan mentransfer dana kerekening
dimaksud ke Bank operasional yang ditunjuk sesuai
dengan juknis agar kegiatan administrasi keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berLaku
enJrusun dan menyiapkan laporan kas posisi harian ,

mingguan, bulanan dan memfasilitasi pengelolaan gaji
SKPD sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran
dan tertib adrninistrasi keuangan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sesuai hasil kerja yang diperoleh untuk
bahan masukan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas
Melakukan kegiatan revisi terhadap SPD/ anggaran
Memverifikasi/meneliti kelengkapan setiap dokumen
peneajuan SP2D dari SKPD maupun pihak lain
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas



uAu lll
PELqKSANAAN ANGGARAN

A. JENIS-JENIS PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190 lPnk.OS/2OI2 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelalsanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/Pmk.05/2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dal Belanja Negara Jenis pengajuan
pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibagi dalam
beberapa cara pengajuan antara lain :

l. Pembayaran Langsung, selanjutrrya disingkat LS, adalah
pembayaran yang dilakukan Langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/ Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja,
surat keputusan, surat tugas atau surat perintah keja lainnya
melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

2. Uang Persediaan, selanjutnya disingkat UP, adalah uang muka
kerja dengan juml,ah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari
Satker atau membiayai pengeluaral yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin difakukan melalui mekanisme
pembayaran l,angsung,

3. Tambahal Uang Persediaan, selanjutnya disingkat TUP, adalah
uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi
pagu UP yang telah ditetapkan.

4. UP kartu kredit pemerintah merupakan ualg muka kerja
yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (timit)
kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya
dilakukal dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai
kegiataa operasional sehari-hari Satker atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin
dilal<ukan melalui mekanisme Pembayaran LSI yang sumber
dalanya berasal dari rupiah murni.

B. PENGA.JUAN & BUKTI PERTANGGUNGJAWARA}] PENCAIRAN GAJI,
TUNJANGAN, VAKASI & HONORARIUM

Belanja pegawai adalah belanja rutjn umum setiap bulannya pada
satuan ke{'a kementerian dan lembaga, belanja pegawai meliputi:

l. Belanja gaji pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Belanja gaji Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU;
3. Belanja Tunjangan Jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Belanja T[njangan Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Belarrja Uang Ma-kan pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Belanja Gaji ke 13 pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Belaqja Uang Kehormatan ke 13 Ketua darr Anggota KpU;
8. Belar{a Gaji ke 14 pegawai Aparatur Sipil Negara;
9. Belanja Uang Kehormatan ke 14 Ketua dan Anggota KpU;



Selain belanja pegawai terdapat pula penghasilan lain yaitu honorarium,
honorarium ini meliputi:

1. Honorarium Pengelola;
2. Honorarium Operator;
3. Honorarium Satpam, Pramubakti dan Office Boy;
4. Honorarium Tenaga Pendukung;
5. Honorarium Kelompok Kerja;
6. Honorarium Tim;

C. PENGAJUAN & BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN LS PER.IALANAN DINAS

D. PENGAJUAN & BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN LS KONTRAKTUAL

E. PENGAJUAN & BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN LS NON-KONTRAKTUAL

F. PENGAJUAN & BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN UP (UANG PERSEDIAAN)

G. PENGA.]UAN & BUKTI PERTANGGUNGJAWAEIAN KKP (KARTU KREDIT

PEMERINTAH)


